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BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR |22 TAHUN 2024
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DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk efektifitas dan eficiesi nplal(qn'nnnﬂ Selekai
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Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan oleh
Panitia Seleksi;

bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan Bupati ini dianggap layak dan memenuhi
syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Seleksi Calon
Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bolaang Mongondow;

bhahwa herdasarkan nertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
dengan Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

IIndano-IIndang Nomor 23 Tahun 2014 tentano
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41 Tambahan Lembaran Npcmra Ppnnhlﬂ(

Indonesia Nomor 6856);
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Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

3. Undang-TUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Minum;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU . Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Bupati.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas:

a. melakukan seleksi administrasi;

b. menyusun surat-menyurat yang diperlukan dalam proses
seleksi;: dan
c. menindaklanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk
diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KETIGA . Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Bupati Bolaang Mongondow.
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2024 program dan kegiatan Ragian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam.
KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini
terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal & Marer 2024

NG MONGONDOW,

A\

NO PENGELOLA PARAF
1 KABAG HUKUM =
2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN %
3 SEKRETARIS NDAERAH
L | G/

> %



AN KEPUTIJSAN BIJPATI BOLAAN
NOMOR 232 TAHUN 2024
TANGGAL : & Maret 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW

@

LAMPIRAN KE MONGONDOW
1

PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINIUM KABIJPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO JABATAN KEDUDUKAN HONORARIUM SATUAN
DALAM TIM
1 | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN KETUA Rp400.000,00
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2 | KABAG PEREKONOMIAN DAN SEKRETARIS Rp300.000,00

SUMBER DAYA ALAM MERANGKAP
ANGGOTA
3 | KABAG HUKUM ANGGOTA Rp300.000,00
4 AKADEMISI/INDEPENDEN ANGGOTA Rp300.000,00
g\[{)l;;. JUMIE S.L. MOKOGINTA, ORANG/
- KEGIATAN
5 | JFT. PERANCANG PERATURAN ANGGOTA Rp300.000,00

PERUNDANG-UNDANGAN DI
BAGIAN HUKUM

(ADRIAN F. ODAY, S.H.M.H.)
6. | JET ANALIS KEBIJAKAN DI ANGGOTA Rp300.000,00
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

(APRIAN PRATAMA,S.IP)
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